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I. UMUM

Negara Indonesia yang berbentuk republik, merupakan negara yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur serta berlandaskan hukum.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, pemerintah
Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai salah satu
wujud keaktifan Indonesia dalam masalah ketertiban dan keamanan dunia,
pada tanggal 13 Januari 1993 di Paris, Indonesia ikut menandatangani
Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling
and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Konvensi
tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan
Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya) bersama-sama
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dengan 129 negara. Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 2007
Konvensi itu telah ditandatangani oleh 182 negara atau lebih kurang 90%
(sembilan puluh persen) dari negara di dunia. Upaya bersama negara di
dunia untuk melakukan perlucutan senjata pemusnah massal dimaksudkan
untuk membebaskan dunia dari bencana yang dapat ditimbulkan dari
keberadaan dan penggunaan senjata pemusnah massal, yaitu senjata nuklir,
biologi, dan kimia.

Langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap
masalah pelarangan senjata pemusnah massal tidak hanya sebatas
penandatanganan Konvensi Senjata Kimia, tetapi diwujudkan pula dalam
pembentukan instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1998 tentang Pengesahan Convention on the Prohibition of the
Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and
on their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan,
Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang
Pemusnahannya) yang ditetapkan pada tanggal 30 September 1998.

Konvensi itu memuat ketentuan dan sistem verifikasi yang wajib
diberlakukan, diterapkan, dan dilaksanakan oleh Indonesia sebagai negara
pihak dalam berbagai sektor, termasuk sektor industri, khususnya
subsektor industri kimia dan industri farmasi. Di samping itu, Indonesia
dapat memperoleh manfaat dalam upaya mengembangkan industri kimia
dan industri farmasi nasional, baik melalui jaminan pertukaran informasi
dan teknologi  maupun melalui kerja sama internasional, dalam
perdagangan bahan kimia demi pembangunan nasional. Indonesia sebagai
negara pihak berkewajiban mengambil langkah dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjamin penerapan
Konvensi di tingkat nasional. Upaya lebih lanjut dalam menerapkan
ketentuan dan sistem verifikasi serta pembentukan Otoritas Nasional
diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang.

Di samping itu, kebutuhan mengenai pengaturan terhadap tindak pidana
senjata kimia dan bahan kimia daftar serta bahan kimia organik diskret
nondaftar bagi Indonesia sudah sangat mendesak mengingat tindak pidana
kejahatan terorisme di tingkat regional dan di tingkat internasional semakin
meningkat. Untuk mencegah penyalahgunaan bahan kimia sebagai senjata
kimia, perlu pengaturan, pelarangan, pengawasan, dan pengenaan sanksi
terhadap pelaku tindak pidana. Jaminan keikutsertaan Indonesia dalam
keamanan internasional berguna untuk kelancaran kegiatan perdagangan
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impor-ekspor bahan kimia berbahaya yang juga berfungsi sebagai bahan
baku dan/atau bahan penolong proses produksi di industri kimia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Ayat (1)

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

“prinsip keselamatan dan keamanan” adalah untuk memberikan
jaminan atas keselamatan dan keamanan kepada masyarakat,
bangsa, dan negara dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan,
dan transportasi bahan kimia yang berpotensi untuk senjata
kimia.

“prinsip pemanfaatan” adalah pemberian nilai tambah dalam
rangka pemenuhan kehidupan dan penghidupan manusia dan
lingkungannya.

’prinsip keseimbangan” adalah untuk memberikan keseimbangan
manfaat antarpelaku usaha/masyarakat dengan kepentingan
bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “bahan kimia daftar” adalah bahan kimia
beracun dan prekursornya yang terdiri atas Bahan Kimia Daftar 1,
yang terdiri atas Bahan Kimia Daftar 1A dan 1B; Bahan Kimia
Daftar 2, yang terdiri atas Bahan Kimia Daftar 2A dan 2B; Bahan
Kimia Daftar 3, yang terdiri atas Bahan Kimia Daftar 3A dan 3B.

Huruf'b

Cukup jelas.
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Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “‘chemical abstract services number”
adalah sistem penomoran khusus yang diberikan terhadap setiap
bahan kimia dan berlaku secara internasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)

Bahan Kimia Daftar 1 pada dasarnya dilarang, tetapi dapat
diadakan dan digunakan untuk kepentingan penelitian, medis,
dan/atau farmasi dengan izin Menteri.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ‘“batasan jumlah” adalah jumlah
minimum yang harus dideklarasikan sebagaimana tercantum
dalam Konvensi Senjata Kimia.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
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Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “saksitoksin” adalah zat beracun yang
terdapat pada kerang spesies tertentu. Racun itu menyerang
sistem saraf pusat karena membendung saraf otot.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
hurufa

Yang dimaksud dengan “produk yang mengandung maksimal
1% (satu persen) Bahan Kimia Daftar 2A” adalah
menunjukkan produk berkonsentrasi rendah sehingga tidak
dapat dimurnikan lagi untuk diproses ke tingkat berbahaya.

huruf b

Yang dimaksud dengan “produk yang mengandung maksimal
10% (sepuluh persen) Bahan Kimia Daftar 2B” adalah
menunjukkan produk berkonsentrasi rendah sehingga tidak
dapat dimurnikan lagi untuk diproses ke tingkat berbahaya.

hurufc

Yang dimaksud dengan “barang konsumsi” adalah produk
akhir yang tidak dapat lagi digunakan menjadi bahan baku.

Pasal 14
Cukup jelas.


http://www.legalitas.org

www.legalitas.org

No. 4834 6

Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Ayat (1)

Otoritas Nasional merupakan bagian yang menyatu dengan
kementerian yang mengurusi bidang perindustrian dan
mempunyai fungsi koordinasi dengan instansi pemerintah terkait.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18

Yang dimaksud dengan “sumber lain” adalah bantuan teknis berupa
penguatan kapasitas laboratorium, pelatithan personal, dan bentuk
penguatan kapasitas lainnya.

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
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